
  

 

 

 

 

 

 II. TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

 

 

Penelitian terdahulu yang pernah dilakukan berkaitan dengan tema/gejala 

yang diteliti dihimpun untuk dijadikan data dan referensi pendukung guna 

mempertegas teori-teori yang telah ada mengenai pelayanan publik. 

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang pelayanan publik 

sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

1. Trenda Aktiva Oktariyanda (2014) dengan judul PELAYANAN 

IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) DALAM MENCAPAI 

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK YANG OPTIMAL. Tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis 

mengenai pelaksanaan pelayanan IMB pada BPPT Kabupaten 

Sidorejo. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa BPPT Kabupaten Sidorejo pada pelaksanaan pelayanan IMB 

dalam rangka mencapai kualitas pelayanan publik sudah berjalan 

dengan baik walaupun masih ada beberapa kendala yang dihadapi 
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dalam upaya optimalisasi kualitas pelayanan publik, seperti SDM 

dan sarana prasarana. 

 

Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Aktiva (2014) terletak pada perbedaan objek lokasi 

yang diteliti dan juga terletak dari fokus penelitian, dimana Aktiva 

(2014) memfokuskan penelitian pada dimensi kualitas pelayanan 

publik, sedangkan penulis memfokuskan pada indikator pelayanan 

publik menurut Adrian Sutedi (2011; 29-30). 

 

2. Mohamad Adriani (2015) dengan judul PELAYANAN IZIN 

MENDIRIKAN BANGUNAN OLEH KANTOR PELAYANAN 

PERIZINAN TERPADU (KPPT) KEBUPATEN LOMBOK 

TENGAH. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis 

pelayanan pemberian IMB oleh KPPT Kabupaten Lombok Tengah, 

untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelayanan IMB 

oleh KPPT Kabupaten Lombok Tengah dan untuk menganalisis 

upaya yang dilakukan dalam pelayanan pemberian IMB di KPPT 

Kabupaten Lombok Tengah. Tipe penelitian yang digunakan adalah 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pelayanan IMB 

oleh KPPT Kabupaten Lombok Tengah mencakup 1) akuntabilitas 

pelayanan, memberi pertanggungjawaban pada publik, dengan lebih 

mengutamakan pelayanan prima untuk memuaskan masyarakat serta 

memberikan pelayanan cepat tepat, dan akuntabel. 2) Responsivitas 

pelayanan, kemampuan organisasi publik mengenali kebutuhan 
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masyarakat masih relatif kurang. 3) Efisiensi pelayanan IMB belum 

dapat berjalan secara efektif karena belum sesuai dengan standar 

pelayanan. 4) Fasilitas fisik keberhasilan implementasi kebijakan 

pelayanan perizinan terpadu ini sangat dipengaruhi oleh kesiapan 

aparatur dengan segala dukungan fasilitas fisik.  

 

Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Adriani (2015) terletak pada perbedaan objek lokasi 

yang diteliti dan juga terletak dari fokus penelitian, dimana Adriani 

(2015) memfokuskan penelitian pada akuntabilitas, responsif, 

efisiensi dan fasilitas, sedangkan penulis pemfokuskan pada 

indikator pelayanan publik menurut Adrian Sutedi (2011; 29-30). 

 

3. Roby Hermawan (2014) dengan judul PELAYANAN 

PEMBUATAN SURAT IZIN TEMPAT USAHA (SITU) DI 

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU 

KOTA SAMARINDA. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengetahui pelayanan pembuatan surat izin tempat usaha (situ) di 

badan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kota Samarinda. Jenis 

penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Fokus 

penelitian dilihat dari lima indikator standar pelayanan yaitu 

prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, saranan dan 

prasarana, serta kompetensi pegawai. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa standar pelayanan belum maksimal dilihat dari waktu 

penyelesaian serta sarana dan prasarana pendukung. Hal ini 
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disebabkan kurangnya personil lapangan, AC diruang tunggu yang 

tidak kunjung diperbaiki, serta kurangnya kesadaran masyarakat 

dalam mengurus SITU tanpa calo. 

 

Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Roby (2014) terletak pada perbedaan objek lokasi 

yang diteliti dan juga terletak dari fokus penelitian, dimana Roby 

(2014) memfokuskan penelitian lima indikator standar pelayanan 

yaitu prosedur pelayanan, waktu penyelesaian, biaya/tarif, saranan 

dan prasarana, serta kompetensi pegawai, sedangkan penulis 

memfokuskan pada indikator pelayanan publik menurut Adrian 

Sutedi (2011;29-30). 

 

4. Ade Harry Situmorang. (2011) dengan judul FAKTOR-FAKTOR 

YANG MEMPENGARUHI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

KABUPATEN TAPANULI UTARA. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas 

pelayanan publik di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten 

Tapanuli Utara dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah 

Kabupaten Tapanuli Utara dalam meningkatkan kualitas pelayanan. 

Penelitian ini berpedoman pada Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yeng terdiri dari 14 unsur 

pelayanan, yaitu prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, 
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kejelasan petugas pelayanna, kedisiplinan petugas pelayanan, 

tanggung jawab petugas pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, 

kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan pelayanan, kesopanan 

dan keramahan petugas pelayanan, kewajaran biaya playanan, 

kepastian biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, kenyamanan 

lingkungan dan keamananlingkungan. Hasil dari penelitian tersebut 

adalah baik. 

 

Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Ade (2011) terletak pada perbedaan objek lokasi 

yang diteliti dan juga terletak dari fokus penelitian, dimana Ade 

(2011) memfokuskan penelitian pada Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat yeng 

terdiri dari 14 unsur pelayanan, sedangkan penulis memfokuskan 

pada indikator pelayanan publik menurut Adrian Sutedi (2011;29-

30). 

 

5. Sri Hartati (2013) dengan judul KINERJA ORGANISASI 

PELAYANAN PUBLIK PADA KANTOR PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SINTANG. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja organisasi pelayanan 

publik pada kantor pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sintang. 

Tipe penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif 

kuantitatif dengan melihat pada aspek produktivitas, kualitas 
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layanan, persponsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa kinerja organisasi pelayanan publik 

pada kantor pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Sintang belum 

necerminkan pelayanan yang prima. Hal ini terlihat dari aspek 

kualitas layanan dan responsivitas yang belum terwujud. Rendahnya 

kualitas meliputi aspek waktu pelayanan masih memakan waktu 

yang lama dan perlakuan petugas yang kurang dimengerti oleh 

masyarakat, adanya keluhan terkait proses layanan yang kurang 

ditanggapi dengan cepat oleh petugas sehingga menimbulkan 

ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan. 

 

Hal yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Sri (2013) terletak pada perbedaan objek lokasi yang 

diteliti dan juga terletak dari fokus penelitian, dimana Sri (2013) 

memfokuskan penelitian pada aspek produktivitas, kualitas layanan, 

persponsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas, sedangkan penulis 

memfokuskan pada indikator pelayanan publik menurut Adrian 

Sutedi (2011; 29-30). 

 

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu tersebut secara keseluruhan 

terdapat persamaan dengan penelitian yang akan diteliti yaitu untuk 

mengetahui pelaksanaan pelayanan publik. Namun terdapat juga 

perbedaan penelitian, yaitu perbedaan tipe penelitian yang digunakan 

yaitu deskriptif dengan analisis data kuantitatif dan kualitatif, perbedaan 

lokasi dimana peneliti mengambil lokasi di Kantor Penanaman Modal dan 
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Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro yang menentukan perbedaan 

karakter organisasi, mekanisme pelayanan serta penerima layanan. Dan 

fokus penelitian yang menggunakan indikator pelayanan publik menurut 

Adrian Sutedi (2011; 29-30). 

 

B. Pelayanan Publik 

 

 

 

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama 

bagi pemerintah, sebab pelayanan publik merupakan kegiatan yang 

dilakukan oleh penyedia jasa kepada masyarakat secara langsung maupun 

tidak langsung dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.  

 

Hal tersebut sependapat dengan Dwiyanto (2005:141-145) yang 

menyatakan bahwa pelayanan publik adalah: 

“Serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk 

memenuhi kebutuhan warga pengguna. Pengguna atau pelanggan 

yang dimaksud menurutnya di sini adalah warga negara yang 

membutuhkan pelayanan publik, seperti dalam pembuatan Kartu 

Tanda Penduduk (KTP), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan 

sebagainya”  

 

Pendapat serupa menurut Hanif Nurcholis (2005:175-176), 

mengemukakan pelayanan publik sebagai “pelayanan yang diberikan oleh 

negara dan perusahaan milik negara kepada masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan dasarnya dalam rangka menciptakan kesejahteraan 

masyarakat”. 
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Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sinambela (2006:5), bahwa 

pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai berikut:  

“Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan 

masyarakat oleh penyelenggara pemerintah, serangkaian aktivitas 

yang dilakukan oleh birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat, Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja 

dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat”. 

 

 

Pelayanan publik memiliki hakekat memberikan pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 

sebagai abdi negara untuk memberikan pelayanan prima sebagai kriteria 

pelayanan yang memuaskan. Hal ini sependapat dengan Barata (2003:27) 

bahwa “Layanan prima adalah pelayanan optimal yang menghasilkan 

kepuasan pelanggan”. 

 

Esensi pelayanan prima menurut Surjadi (2012:46) pada dasarnya 

mencakup 4 prinsip, yaitu: 

1. Pelayanan harus cepat. Dalam hal ini pelanggan tidak membutuhkan 

waktu tunggu yang lama; 

2. Pelayanan harus tepat. Ketepatan dalam berbagai aspek yaitu: aspek 

waktu, biaya prosedur, sasaran, kualitas maupun kuantitas serta 

kompetensi petugas; 

3. Pelayanan harus akurat. Produk pelayanan tidak boleh salah, harus 

ada kepastian, kekuatan hukum, tidak meragukan keabsahannya. 

4. Pelayanan harus berkualitas. Produk pelayanan tidak seadanya, 

sesuai dengan keinginan pelanggan, memuaskan, berpihak dan 

untuk kepentingan pelanggan. 

 

 

Pelayanan publik sangat ditentukan dari kinerja para pelayan untuk 

memenuhi tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang berorientasi 

pada kepuasan masyarakat. Berkenaan dengan hal tesebut, Zeithaml dalam 

Hardiansyah (2011:41) mengemukakan 10 (sepuluh) dimensi yang harus 
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diperhatikan dalam melihat tolak ukur kualitas pelayanan publik agar 

dikatakan prima, yaitu: 

1. Tangible, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil dan 

komunikasi; 

2. Realiable, terdiri dari kemampuan unit pelayanan dalam menciptakan 

pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; 

3. Responsiveness, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung 

jawab terhadap kualitas pelayanan yang diberikan; 

4. Competence, tuntutan yang dimilikinya, pengetahuan dan ketrampilan 

yang baik oleh aparatur dalam memberikan pelayanan; 

5. Courtesy, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap 

keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan 

pribadi; 

6. Credibility, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan 

masyarakat; 

7. Security, jasa pelayanan yang diberikan harus bebas dari berbagai 

bahaya dan resiko; 

8. Access, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan 

pendekatan; 

9. Communication, kemauan pemberi pelayanan untuk mendengarkan 

suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk 

selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat; 

10. Understanding the customer, melakukan segala usaha untuk 

mengetahui kebutuhan pelanggan. 

 

Pendapat lain mengenai indikator pelayanan publik dikemukakan menurut 

Fitzsimmons dan Fitzsimmons dalam Sinambela (2006:7), yang terdiri dari: 

1. Reliability, yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat 

dan benar; 

2. Tangibles, ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber 

daya manusia dan sumber daya lainnya; 

3. Responsiveness, ditandai dengan keinginan melayani konsumen 

dengan cepat; 

4. Assurance, ditandai dengan tingkat perhatian terhadap etika dan 

moral dalam memberikan pelayanan; 

5. Empati, ditandai dengan tingkat kemauan untuk mengetahui 

keinginan dan kebutuhan konsumen. 
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Menurut Ratminto dan Winarsih (2006:245) pelayanan publik 

setidaknya harus memenuhi asas-asas penyelenggaraan pelayanan 

publik, yaitu: 

1. Empati dengan customers. Pegawai yang melayani urusan 

perizinan dari instansi penyelenggara jasa perizinan harus 

dapat berempati dengan masyarakat pengguna jasa pelayanan. 

2. Pembatasan prosedur. Prosedur harus dirancang sependek 

mungkin, dengan demikian konsep one stop shop benar-benar 

diterapkan. 

3. Kejelasan tatacara pelayanan. Tata cara pelayanan harus 

didesain sesederhana mungkin dan dikomunikasikan kepada 

masyarakat pengguna jasa pelayanan. 

4. Minimalisasi persyaratan pelayanan. Persyaratan dalam 

mengurus pelayanan harus dibatasi sesedikit mungkin dan 

sebanyak yang benar-benar diperlukan. 

5. Kejelasan kewenangan. Kewenangan pegawai yang melayani 

masyarakat pengguna jasa pelayanan harus dirumuskan 

sejelas mungkin dengan membuat bagan tugas dan distribusi 

kewenangan. 

6. Transparansi biaya. Biaya pelayanan harus ditetapkan 

seminimal mungkin dan setransparan mungkin. 

7. Kepastian jadwal dan durasi pelayanan. Jadwal dan durasi 

pelayanan juga harus pasti, sehingga masyarakat memiliki 

gambaran yang jelas dan tidak resah. 

8. Minimalisasi formulir. Formulir-formulir harus dirancang 

secara efisien, sehingga akan dihasilkan formulir komposit 

(satu formulir yang dapat dipakai untuk berbagai keperluan). 

9. Maksimalisasi masa berlakunya izin. Untuk menghindarkan 

terlalu seringnya masyarakat mengurus izin, maka masa 

berlakunya izin harus ditetapkan selama mungkin. 

10. Kejelasan hak dan kewajiban providers dan pelanggan. Hak-

hak dan kewajiban-kewajiban baik bagi providers maupun 

bagi customers harus dirumuskan secara jelas, dan dilengkapi 

dengan sanksi serta ketentuan ganti rugi. 

11. Efektivitas penanganan keluhan. Pelayanan yang baik sedapat 

mungkin harus menghindarkan terjadinya keluhan. Akan 

tetapi jika muncul keluhan, maka harus dirancang suatu 

mekanisme yang dapat memastikan bahwa keluhan tersebut 

akan ditangani secara efektif sehingga permasalahan yang ada 

dapat segera diselesaikan dengan baik. 
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Mewujudkan pelayanan publik yang prima menjadi agenda pokok 

disetiap daerah, dimana kualitas aparatur pemerintahan saat ini diukur 

dari terpenuhinya pelayanan yang memuaskan kepada masyarakat. Tolak 

ukur pelayanan publik digunakan untuk mengetahui sejauhmana 

pelayanan itu dilaksanakan hingga dapat dikatakan bahwa pelayanan 

publik berjalan dengan baik. Hal ini senada dengan Sutedi (2011:29-30) 

bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam program 

pembangunan daerahnya telah menegaskan mengenai arah kebijakan 

pelayanan bagi masyarakat dengan beberapa indikator, yaitu: 

1. Profesionalisme aparat yang diikuti dengan semangat 

debirokrasi dalam pelayanan publik; 

2. Perubahan dan pembaharuan manajemen pelayanan publik; 

3. Penyebarluasan informasi pelayanan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat akan intensitas penggunaan informasi; 

4. Rendahnya keluhan masyarakat dan dunia usaha terhadap 

aspek pelayanan pemerintah daerah khususnya dibidang 

perizinan dan konsultasi; 

5. Bersih dari KKN yang terlihat dari rendahnya gratifikasi dan 

pengutan-pungutan liar dalam semua aspek pelayanan baik 

kepada masyarakat maupun dunia usaha. 

 

Berdasarkan berbagai uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelayanan 

publik merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan pemerintah guna 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik yang dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat merupakan hasil pelayanan yang prima. Pelayanan 

yang prima dapat terwujud jika pelayanan publik dilakukan dengan baik. 

Untuk mengetahui sejauhmana pelayanan publik itu dilaksanakan hingga 

dapat dikatakan bahwa pelayanan publik berjalan dengan baik, indikator 

mengenai pelayanan publik menurut Sutedi (2011-29-30) dianggap lebih 

relevan dijadikan alat ukur pelaksanaan pelayanan publik.  
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Indikator ini memiliki kesesuaian dengan indikator penilaian indeks survey 

pelayanan publik oleh KPK yaitu lingkungan kerja, sistem administrasi, 

perilaku individu dan pencegahan korupsi. 

 

 

C. Indikator Pelayanan Publik 

 

 

 

Pelayanan publik hakekatnya merupakan pelayanan yang dapat memenuhi 

kebutuhan dan harapan masyarakat. Apabila masyarakat tidak puas terhadap 

suatu pelayanan yang disediakan, maka pelayanan itu tidak berkualitas. 

Karena itu, pelayanan publik sangat penting dan selalu fokus pada 

kepuasaan pelanggan. Indikator pelayanan publik menurut Sutedi (2011:29-

30) ditentukan oleh profesionalisme pegawai, perubahan dan pembaharuan 

manajemen pelayanan publik, penyebarluasan informasi pelayanan, keluhan 

masyarakat rendah, dan bersih dari KKN. 

1. Profesionalisme Pegawai 

Menurut Siagian (2000) profesionalisme diukur dari segi 

kecepatannya dalam menjalankan fungsi dan mengacu kepada 

prosedur yang telah disederhanakan. Menurut pendapat tersebut, 

konsep profesionalisme dalam diri aparat dilihat dari segi: 

a. Kreatifitas (creativity). 

Kemampuan aparatur untuk menghadapi hambatan dalam 

memberikan pelayanan kepada publik dengan melakukan 

inovasi. Hal ini perlu diambil untuk mengakhiri penilaian 

miring masyarakat kepada birokrasi publik yang dianggap 

kaku dalam bekerja. Terbentuknya aparatur yang kreatif 

hanya dapat terjadi apabila terdapat iklim yang kondusif 

yang mampu mendorong aparatur pemerintah untuk mencari 

ide baru dan konsep baru serta menerapkannya secara 
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inovatif, adanya kesediaan pemimpin untuk memberdayakan 

bawahan antara lain melalui partisipasi dalam pengambilan 

keputusan yang menyangkut pekerjaan, mutu hasil 

pekerjaan, karier dan penyelesaian permasalahan tugas. 

b. Inovasi (innovasi), 

Perwujudannya berupa hasrat dan tekad untuk mencari, 

menemukan dan menggunakan cara baru, metode kerja baru, 

dalam pelaksanaan tugasnya. Hambatan yang paling 

mendasar dari perilaku inovatif adalah rasa cepat puas 

terhadap hasil pekerjaan yang telah dicapai. 

c. Responsifitas (responsivity). 

Kemampuan aparatur dalam mengantisipasi dan menghadapi 

aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan 

pengetahuan baru, birokrasi harus merespon secara cepat 

agar tidak tertinggal dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. 

 

Sedangkan menurut Sutedi (2011:86) faktor terpenting untuk 

bekerjanya sebuah sistem pelayanan publik pada akhirnya terletak 

pada faktor petugas/pejabat/pegawai pemberi pelayanan publik, 

termasuk pejabat-pejabat yang membawahi dan memiliki hubungan 

organisatoris-hierarki dengan petugas-petugas tersebut. Petugas 

sebaiknya diartikan setara dengan public official atau orang yang 

diperkerjakan pada sebuah otoritas administrasi publik, dan dalam 

menjalankan fungsinya itu tindak-tanduk mereka perlu dibatasi oleh 

seperangkat norma-norma yang dituangkan dalam code of conduct for 

public officials, yang antara lain mencakup norma-norma tentang: 

a. Kewajiban untuk bekerja sesuai aturan-aturan hukum dan 

standar etik yang relevan dengan fungsinya; 

b. Kewajiban untuk menempatkan diri secara netral atau bebas 

dari pengaruh kepentingan politis atau ekonomis tertentu; 

c. Kewajiban untuk bersikap dan bekerja dengan jujur, 

imparsial dan efisien; 

d. Kewajiban untuk senantiasa bekerja dengan sopan santun, 

baik terhadap warga negara masyarakat yang dilayaninya, 

maupun terhadap atasan, kolega maupun bawahannya; 

e. Kewajiban untuk menghindarkan diri dari pertentangan 

antara kepentingan pribadi dengan posisi publiknya; 
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f. Kewajiban untuk tidak mengambil keuntungan yang tidak 

wajar dari posisi atau kedudukannya demi kepentingan 

pribadi; 

g. Kewajiban untuk senantiasa berprilaku sedemikian rupa 

demi mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan dan 

keyakinan publik terhadap integritas, impardialitas serta 

efektivitas pelayanan publik yang diselenggarakannya; 

h. Kewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya atas 

dasar itikad baik, ketekunan berdasarkan keahlian 

profesional, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai; 

i. Kewajiban untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara 

penghormatan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan warga 

masyarakat dengan kewajiban untuk mendahulukan 

kepentingan umum, dan tidak menetapkan pembatasan-

pembatasan yang tidak wajar; 

j. Kewajiban untuk menghormati hak warga masyarakat atas 

informasi publik; 

k. Sanksi-sanksi hukum yang tegas terhadap pelanggaran-

pelanggaran terhadap code of conduct ini.  

 

Berdasarkan uraian terkait profesionalisme pegawai terlihat dari 

faktor petugas pemberi layanan. Pemberi layanan dikatakan 

profesional jika bekerja sesuai dengan standar etik dan standar 

operasional yang berlaku, bekerja dengan sopan santun, memiliki  

keahlian terhadap tugas dan fungsinya, memiliki kemampuan dalam 

menghadapi perkembangan baru, metode kerja baru, tuntuan baru. 

 

2. Perubahan Dan Pembaharuan Manajemen Pelayanan Publik 

Perubahan dan pembaruan manajemen pemerintah sesuai dengan 

perkembangan zaman yang diikuti pula oleh perkembangan lainnya 

seperti masyarakat dan budaya, maka perubahan dan pembaharuan 

serta penyempurnaan manajemen pemerintahan harus senantiasa 

terus dilakukan yang merupakan indikator dari pelayanan publik.  
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Untuk menciptakan pelayanan yang prima sangat perlu 

mendapatkan perhatian dari pemerintah, seperti pendapat 

Sedarmayanti dalam Hariyoso (2002:162) terdapat dimensi 

perubahan dan pembaharuan dalam manajemen pelayanan publik, 

yaitu: 

a. Pelayanan tanpa diskriminasi dari lembaga-lembaga publik 

b. Penerapan prinsip kesederhanaan, kejelasan, kepastian, 

keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomis, keadilan yang 

merata, dan ketepatan waktu 

c. Berkualitas dalam arti kesesuaian dengan tuntutan, 

kecocokan bagi pemakaian, dan kebebasan dari kecacatan 

d. Terjamah handal, akuntabilitas mutu pelayanan jaminan 

dan empati 

e. Berorientasi pada kualitas yang dicirikan oleh partisipasi 

aktif, empati dan kepuasan yang dilayani. 

Sementara itu pandangan Nisjar dalam Sedarmayanti, (2000:195) 

yang harus diperhatikan pemerintah dalam menciptakan perubahan 

dan pembaharuan pelayanan publik adalah: 

a. Prosedur layanan harus mudah dimengerti dan mudah 

dilaksanakan sehingga terhindar dari praktik birokratik yang 

sangat berlebihan dan berbelit-belit 

b. Pelayanan diberikan secara jelas dan pasti, sehingga ada 

kejelasan bagi pengguna pelayanan 

c. Pemberian pelayanan secara efektif dan efisien 
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d. Pelayanan dengan cepat dan tepat waktu 

e. Dalam berbagai kegiatan pelayanan publik teknis maupun 

administrasi, pengguna selalu diperlakukan dengan baik. 

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya 

perubahan dan pembaharuan manajemen pelayanan publik terlihat 

dari prosedur layanan mudah dimengerti dan dilaksanakan, 

pelayanan diberikan secara jelas dan pasti, pelayanan dengan cepat 

dan tepat waktu, pelayanan tanpa diskriminasi, pelayanan 

berorientasi pada kualitas yang dicirikan oleh partisipasi aktif, 

empati dan kepuasan yang dilayani. 

 

3. Penyebarluasan Informasi Pelayanan 

Penyebarluasan informasi merupakan upaya meningkatkan 

kesadaran masyarakat terhadap fungsi informasi dan menjadi salah 

satu indikator dari pelaksanaan pelayanan publik. Peningkatan 

pelayanan melalui penyediaan informasi yang seluas-luasnya serta 

tersedianya informasi tentang pelayanan publik merupakan salah 

satu cara sosialisasi tidak langsung terhadap pelayanan publik yang 

diinginkan. 
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Untuk memenuhi kebutuhan informasi pelayanan kepada 

masyarakat menurut Surjadi (2012:63), bahwa: 

“Setiap unit pelayanan instansi pemerintah wajib 

mempublikasikan mengenai prosedur, persyaratan biaya, waktu, 

standar, akta/janji, motto pelayanan, lokasi serta pejabat/petugas 

yang berwenang, dan bertanggung jawab sesuai dengan tugas 

dan fungsinya dan dipublikasikan dan atau sosialisasi melalui 

media cetak (brosur, leaflet, booklet), media elektronik (website, 

homepage, situs internet, radio, tv), media gambar dan atau 

penyuluhan secara langsung kepada masyarakat”. 

 

Pendapat lain juga dikemukakan oleh Wibawa (2007:90), bahwa 

“Setiap instansi pelayan publik harus menyediakan informasi yang 

akurat terkait pelayanan yang disediakan melalui produk leaflet dan 

brosur, sarana komunikasi baik langsung maupun tidak langsung 

(help desk dan  media elektronik). 

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penyebarluasan informasi pelayanan dilakukan dengan menyediakan 

informasi melalui media internet (website), melalui media televisi 

dan radio, serta pengadaan sosialisasi secara langsung dan tidak 

langsung. 

 

4. Keluhan Masyarakat Rendah 

Salah satu indikator baik buruknya tingkat pelayanan aparatur 

pemerintah kepada masyarakat ditentukan oleh jumlah keluhan yang 

disampaikan oleh masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah. 

Semakin banyaknya keluhan yang disampaikan oleh masyarakat 

kepada aparatur pemerintah terkait keluhan tersebut disebabkan oleh 
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tingkat pelayanan pemerintah untuk masyarakat masih belum seperti 

yang diinginkan. 

 

Peningkatan sistem pelayanan masyarakat dalam kaitannya 

mempersingkat waktu untuk urusan-urusan pemerintah. Dengan 

berkembangnya perekonomian yang diikuti pula oleh 

berkembangnya informasi, jarak waktu juga semakin pendek, 

masyarakat dan dunia usaha sangat mendambakan efisiensi waktu 

utamanya dalam urusan yang berhubungan dengan pelayanan 

pemerintahan. Untuk itu sistem pelayanan pemerintah juga harus 

makin sederhana dengan mata rantai yang semakin pendek, tanpa 

mengurangi arti mengabaikan fungsi birokrasi. 

 

Pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu 

rangkaian kegiatan terpadu bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, 

lengkap, wajar dan terjangkau untuk meminimalisir keluhan dan 

menciptakan kepuasan masyarakat. Sependapat dengan hal tersebut 

menurut Ibrahim, (2008:19-20) setidaknya mengandung asas-asas 

antara lain: 

1. Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima 

pelayanan publik tersebut, harus jelas dan diketahui dengan 

baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-

raguan dalam pelaksanaannya. 

2. Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan 

dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk 

membayar, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 

berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan 

efektifitasnya. 
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3. Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut 

harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, 

kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

4. Apabila pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Instansi 

atau Lembaga Pemerintah atau Pemerintahan “terpaksa harus 

mahal”, maka Instansi atau Lembaga Pemerintah atau 

Pemerintahan yang bersangkutan berkewajiban “memberi 

peluang” kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakanya, 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan keluhan 

masyarakat akan buruknya pelayanan publik menurut Sutedi 

(2011:120) setidaknya harus memenuhi: 

a. Pengambilan keputusan yang transparan dan konsisten, 

sehingga masyarakat penerima pelayanan memiliki kepastian 

mengenai hak-haknya; 

b. Adanya kepastian hukum yang menjamin hak-hak masyarakat 

sebagai “konsumen” penerima pelayanan publik sesuai dengan 

yang diatur dalam Undang-Undang perlindungan konsumen; 

c. Adanya transparansi dan sosialisasi prosedur atau tata cara 

pelayanan yang baku kepada masyarakat; 

d. Menumbuhkan mentalitas para petugas atau pejabat 

penyelenggara pelayanan publik sebagai public servant. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa keluhan 

masyarakat akan menurun jika pelayanan yang diberikan secara 

konsisten,  transparansi prosedur pelayanan, sosialisasi tata cara 

pelayanan yang baku, serta mentalitas petugas yang baik. 

 

5. Bersih dari KKN, Gratifikasi, dan Pungutan-pungutan Liar 

Tuntutan terhadap akuntabilitas dari suatu pelayanan publik saat ini 

semakin mengemuka, dengan kenyataan bahwa publik semakin 

kritis terhadap tarif dan kualitas pelayanan yang telah diberikan. 

Tampak bahwa pelayanan yang lamban dan berbelit-belit terkadang 
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disengaja oleh pihak pelayanan atau pejabat publik untuk 

kepentingan yang tersembunyi.  

 

Kedudukan para birokrat kebanyakan digunakan sebagai alat untuk 

memperoleh uang tambahan atas nama biaya layanan. Pada 

umumnya para pengguna jasa tidak menginginkan segala sesuatu 

yang dilakukan dengan baik, mereka tidak terlalu menghendaki 

adanya syarat yang sempurna dan sebagainya. Para pengguna lebih 

mementingkan cepatnya proses berkas-berkas yang dibutuhkan. Hal 

tersebut memicu penyakit birokrasi yaitu korupsi. 

 

Banyak ragam tindak korupsi dalam praktik pelayanan publik yang 

berdampak menurunnya kesejahteraan rakyat. Menurut Gerald E. 

Caiden dalam Jeremy Pope, (2003:xxvi) “bentuk korupsi salah 

satunya adalah penggunakan uang pelicin agar urusan yang 

dikendaki segera dikerjakan”. 

Menurut Sutedi (2011:133) penyebab adanya KKN, gratifikasi dan 

pungutan-pungutan liar terjadi karena: 

“Kerumitan birokratis yang menyebabkan masyarakat enggan 

untuk menyelesaikan urusan dan kepentingnnya sesuai prosedur 

yang ada mendorong masyarakat untuk menggunakan jalur-jalur 

alternatif. Disamping itu lemahnya kontrol dari pemerintah 

menunjukkan prilaku administratif yang buruk dan bertentangan 

dengan asas kepastian hukum dan keadilan”. 
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Upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi menurut Jeremy 

dalam Surjadi (2012:91) adalah 

“Strategi memberantas korupsi harus dilakukan dengan 

membangun sistem integritas nasional sebagai suatu strategi. 

Esensi dari sistem ini adalah pemberdayaan masyarakat sipil 

untuk dilibatkan dalam strategi pemberantasan korupsi. Hal ini 

didasarkan bahwa justru sering terjadi dari masyarakatlah 

sumber terjadinya suap. Atau keengganan masyarakat sipil 

berpartisipasi sebagai wujud keputusasaan karena 

ketidakberdayaan, sehingga pemberantasan korupsi mengalami 

kegagalan”.  

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa bersihnya 

suatu instansi dari bentuk korupsi jika berkurangnya kerumitan 

birokrasi, adanya kontrol dari pemerintah, dan adanya 

pemberdayaan masyarakat sipil. 

 

D. Pelayanan Publik Bidang Perizinan 

 

 

 

Pelayanan publik dalam perkembangannya timbul dari adanya kewajiban 

sebagai sebuah proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan baik yang 

bersifat individual maupun kelompok. Timbulnya pelayanan umum atau 

publik dikarenakan adanya kepentingan, dan kepentingan tersebut 

bermacam bermacam-macam bentuknya sehingga pelayanan publik yang 

dilakukan juga ada beberapa macam. 

 

Pelayanan publik mencakup tiga aspek yaitu pelayanan barang, jasa, dan 

administrasi. Wujud pelayanan administrasi adalah pelayanan perizinan, 

baik yang bersifat non perizinan maupun perizinan. Hal ini sesuai dengan 
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MENPAN No. 63/ KEP/ M. PAN/ 7/ 2003 kegiatan pelayanan umum atau 

publik antara lain : 

a. Pelayanan administratif 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen 

resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status 

kewarganegaraan, sertifikat kompetensi, kepemilikan atau 

penguasaan terhadap suatu barang dan sebagainya. Dokumen 

dokumen ini antara lain Kartu Tanda Pendudukan (KTP), akte 

Kelahiran, Akte Kematian, Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKB), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Kendaraan 

Bermotor (STNK), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Paspor, 

Sertifikat kepemilikan atau penguasaan Tanah dan sebagainya. 

b. Pelayanan barang 

Yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk atau jenis 

barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, 

penyediaan tenaga listrik, air bersih dan sebagainya. 

c. Pelayanan jasa 

Yaitu pelayanan yang menghasikan berbagai bentuk jasa yang 

dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan 

kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos dan sebagainya. 

 

Perizinan merupakan instrumen kebijakan pemerintah untuk melakukan 

pengendalian antar eksternalitas negatif yang mungkin ditimbulkan oleh 

aktivitas sosial maupun ekonomi. Pelayanan perizinan merupakan 

pemenuhan kebutuhan dalam bentuk legalitas untuk mendapatkan 

keleluasaan dalam melakukan tindakan tertentu secara resmi. 

 

Hal ini sependapat dengan Sutedi (2011:173) bahwa perizinan merupakan: 

“Upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang 

menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Mekanisme 

perizinan yaitu melalui penerapan prosedur ketat dan ketentuan 

yang harus dipenuhi untuk menyelenggarakan suatu pemanfaatan 

lahan. Dengan kata lain perizinan adalah salah satu bentuk 

pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang 

dimiliki pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian 

administratif terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat”. 
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Menurut Sutedi (2011:173) perizinan merupakan keputusan pejabat/badan 

tata usaha negara yang berwenang, yang isinya atau substansinya 

mempunyai sifat sebagai berikut: 

1. Izin bersifat bebas, adalah izin sebagai keputusan tata usaha 

negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dan 

hukum tertulis serta organisasi yang berwenang dalam izin 

memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan 

pemberian izin. 

2. Izin bersifat terikat, adalah izin sebagai keputusan tata usaha 

negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum 

tertulis dan tidak tertulis serta organisasi yang berwenang 

dalam izin kadar kebebasannya dan kewenangannya 

tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-

undangan mengaturnya. Misalnya izin yang bersifat terikat 

adalah IMB, HO, izin usaha industri dan lainnya. 

3. Izin yang bersifat menguntungkan, merupakan izin yang isinya 

mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan. 

Misalnya SIUP, SIM, SITU dan lain-lain.  

4. Izin yang bersifat memberatkan, merupakan izin yang isinya 

mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk 

ketentuan-ketentuan yang berkaitan kepadanya. 

5. Izin yang segera berakhir, merupakan izin yang menyangkut 

tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang 

masa berlakuknya relatif pendek. Misalnya izin mendirikan 

bangunan (IMB) yang hanya berlaku untuk mendirikan 

bangunan dan berakhir pada saat bangunan selesai didirikan. 

6. Izin yang berlangsung lama, merupakan izin yang masa 

berlakunya relatif lama. Misalnya izin usaha industri dan izin 

yang berhubungan dengan lingkungan. 

7. Izin yang bersifat pribadi, merupakan izin yang isinya 

tergantung pada sifat atau kualitas pribadi dan pemohon izin. 

Misalnya izin mengemudi, SIM. 

8. Izin yang bersifat kebendaan, merupakan izin yang isinya 

tergantung pada sifat dan objek izin. Misalnya izin HO, SITU 

dan lain-lain. 
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E. Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 

 

 

 

Sesuai dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan 

pelayanan, maka pemerintah pula dituntut dapat mengimbangi lajur 

perubahan paradigma masyarakat akan kriteria pelayanan publik yang 

memuaskan yang disebut dengan pelayanan prima. Pelayanan prima 

mencakup pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan berkualitas. 

 

Sistem birokrasi pelayanan yang terkenal dengan proses yang berbelit-belit 

dan memakan waktu yang lama telah menuntut pemerintah untuk terus 

memperbaiki pelayanan publik khususnya bidang perizinan dengan pola 

pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan berkualitas serta senantiasa 

berorientasi pada mekanisme, prosedur dan tata kerja pelayanan yang dapat 

memuaskan masyarakat. 

 

Salah satu upaya dalam menciptakan perubahan dalam pelayanan publik 

khususnya di bidang perizinan adalah dengan mewujudkan pelayanan 

terpadu satu pintu di setiap provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini sesuai 

dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/ 

KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan 

Publik bahwa “untuk menciptakan kegiatan pelayanan publik yang 

berkualitas maka bentuk penyelenggaraan publik yang baik salah satunya 

adalah pelayanan satu pintu”. 
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Keputusan tersebut didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan 

Terpadu Satu Pintu “bahwa Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan 

penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya 

mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan 

dalam satu pintu dan satu tempat”. 

 

Adapun tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 

sebagai berikut:  

1. Meningkatkan kualitas layanan publik;  

2. Memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk 

memperoleh  pelayanan publik.  

3. Sasaran yang akan dicapai dalam Penyelenggaraan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu adalah terwujudnya pelayanan publik yang 

cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau serta 

meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik. 

 

Hal lain yang juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 

Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu 

Pintu diantaranya; persyaratan adanya prasarana yang memadai, yakni 

loket, tempat proses, tempat pembayaran, tempat penyerahan dokumen dan 

tempat/ruang penanganan pengaduan, diatur pula pengaturan tentang 

proses, waktu dan biaya, kompetensi aparatur, keterbukaan informasi dan 

pemanfaatan teknologi informasi, pengaduan dan kepuasan langganan, 

pengawasan, monitoring serta evaluasi dan lain-lain. 
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Pelayanan perizinan dengan sistem terpadu satu pintu diharapkan dapat 

menjadikan waktu pembuatan perizinan menjadi lebih efektif. Dengan 

adanya kelembagaan pelayanan terpadu satu pintu, seluruh perizinan dan 

nonperizinan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dapat terlayani 

dalam satu tempat dan dapat menciptakan kualitas layanan publik yang 

lebih baik. 

 

F. Kerangka Pikir 

 

 

Salah satu fungsi penyelenggara pemerintahan yang dilakukan oleh aparatur 

pemerintah dalam undang-undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 

menyatakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan/rangkaian kegiatan 

dalam rangka pemulihan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, 

jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara 

pelayanan publik. 

 

Sebagai wujud pelayanan publik di Kota Metro salah satunya adalah 

pelayanan pembuatan perizinan di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Metro dengan Visi “Mudahnya Berinvenstasi 

Dan Pelayanan Perizinan Yang Prima” dengan menerapkan sistem 

pelayanan satu pintu. 

 

Pada tahun 2012 Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 

Pintu Kota Metro melakukan perubahan pendekatan dan penerapan 
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berbagai inovasi serta kebijakan baru dalam rangka peningkatkan kualitas 

pelayanan seperti melarang gratifikasi dalam bentuk apa pun dalam 

pemberian layanan publik dengan penerapkan no cash payment dengan 

menyediakan Loket Bank Lampung di Kantor Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sehingga pemohon langsung membayarkan 

retribusi ke pihak bank untuk mencegah praktek percaloan, pembenahan 

fasilitas dan suasana lingkungan layanan publik agar lebih nyaman, 

penyederhanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan, 

keterbukaan informasi terkait pelayanan perizinan baik melalui bagan alur 

ditempat layanan dan melalui media cetak maupun media elektronik, 

penertiban dan penataan data pemberian pelayanan publik, evaluasi 

terhadap aplikasi pelayanan publik dengan adanya survey indeks kepuasan 

pelanggan, pemantapan teknologi informasi berupa website sistem 

pelayanan, pemberian edukasi antikorupsi yang intensif terhadap aparatur 

dan masyarakat, serta sosialisasi antikorupsi melalui spanduk, stiker, dan 

media publik. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelayanan 

perizinan yang dilakukan oleh Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pintu Kota Metro setelah melakukan perubahan pendekatan 

dan penerapan berbagai inovasi serta kebijakan baru dalam rangka 

peningkatkan kualitas pelayanan khususnya pelayanan Izin Mendirikan 

Bangunan (IMB). Penelitian ini difokuskan kepada pelayanan Izin 

Mendirikan Bangunan (IMB) sebab pelayanan Izin Mendirikan Bangunan 

(IMB) di Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
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Metro tahun 2014 menjadi pelayanan izin terbanyak ketiga setelah SIUP 

dan Izin Gangguan/Ho sebanyak 912 berkas permohonan dan menjadi 

pelayanan perizinan dengan pendapatan retribusi terbesar dari sektor 

perizinan. 

Penelitian Pelayanan Perizinan pada Kantor Penanaman Modal Dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro studi pada pelayanan izin 

mendirikan bangunan (IMB) yang dilakukan ini berlandaskan pada teori 

yang ada dan dihubungkan dengan fenomena yang berkembang di Kantor 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pintu Kota Metro, dan terdapat 

ketimpangan atau ketidaksesuaian antara teori indikator pelayanan publik 

dengan fenomena yang berkembang di Kantor Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Pintu Kota Metro. Adapun indikator/alat ukur dalam 

pelayanan publik menurut Sutedi (2011:29-30), yaitu: 

1. Profesionalisme aparat; 

2. Perubahan dan pembaharuan manajemen pelayanan publik; 

3. Penyebarluasan Informasi Pelayanan; 

4. Keluhan Masyarakat Rendah; 

5. Bersih dari KKN. 

 

Berdasarkan lima indikator diatas terlihat bagaimana pelayanan perizinan 

pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 

Metro, studi pada Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), berikut 

kerangka pikirnya: 



 41 

 

 

 
Gambar 1. Kerangka pikir 
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